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Abstrak 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

penerapan inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi digital desa (digides) di 

desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan 
mengidentifikasi faktor penghambat menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan fokus penelitian yaitu Support/dukungan, capacity/kapasitas, 

value/manfaat serta faktor penghambat penerapan inovasi pelayanan publik. Key 

informan yaitu Kepala Desa Loa Duri Ilir kemudian informan yaitu Sekretaris 
Desa Loa Duri ilir, Kasih pelayanan dan Masyarakat pengguna aplikasi digides. 

Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi dengan Teknik analisis data model interaktif. Penerapan inovasi 
pelayanan publik berbasis aplikasi digides dilihat dari elemen support/dukungan 

sudah terlihat dukungan penuh dari Kepala Desa Loa Duri Ilir dan dukungan 

suprastruktur dari pemerintah pusat hingga daerah, dan kurangnya sosialisasi 

yang dilakukan pemerintah Desa Loa Duri Ilir. elemen capacity/kapasitas yaitu 
sumberdaya manusia yang mengelola aplikasi Digides harus ditingkatkan melalui 

pelatihan dan sumberdaya infrakstruktur telekomunikasi di Desa Loa Duri Ilir 

sudah memadai terlihat dan ketersediaan sumberdaya finansial ini sudah terlihat 

dari di anggarkannya melalui APBDes dan ADD. Selanjutnya indikator 
value/nilai yaitu manfaat yang didapatkan yakni hemat biaya, waktu dan tenaga. 

Untuk faktor penghambat belum adanya suatu SOP yang mengatur dengan jelas. 

Terbatasnya sumberdaya manusia dibidang teknis aplikasi Digides, serta 

kurangnya sosialisasi aplikasi Digides kepada masyarakat, masih seringnya 
terjadi pemadaman listrik, serta gangguan sistem dari pusat/Provaider Digides. 

 

Kata Kunci : Inovasi Pelayanan Publik, Aplikasi Digides 
 

Pendahuluan 

Memasuki era globalisasi yang dirasakan hampir di semua lini kehidupan 

saat ini yang menggunakan teknologi, mulai dari hal pengetahuan, budaya, 
ekonomi dan lain-lainnya semua di mudahkan dengan penggunaan teknologi. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju membuat sesuatu 
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hal yang dulunya sulit di jangkau menjadi sangat mudah dalam hal mendapatkan 

informasi, berkomunikasi dan lebih efektif dan efisien. Hal ini merupakan 
tantangan baru bagi pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat 

melalui penyediaan layanan publik. 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Peraturan Presiden 

No.95 Tahun 2018 yaitu mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 
Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional menjadi misi 

pembangunan nasional, bahwa pemerintah harus terus meningkatkan 

profesionalisme aparatur negara sehingga dapat menjadi organisasi yang efektif, 
akuntabel, berkinerja tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien. 

Dalam dunia modern saat ini, inovasi di perlukan pada setiap instansi 

pemerintah dalam memberikan layanan namun tidak hanya pada pemerintah 

pusat, namun juga di perlukan oleh pemerintah di tingkat desa. Pemerintah desa 
khususnya, dituntut untuk berinovasi dalam penyediaan pelayanan publik. Karena 

pelayanan publik adalah pembuka jalan dalam membangun hubungan baik 

dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 86 mengenai Desa menyebutkan bahwa 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk sistem informasi desa dan 

sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan bisa diakses oleh 

masyarakat desa dan seluruh stakeholder.  

Untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa, desa 
kini harus mampu menggunakan teknologi digital. Hadirnya aplikasi Digides 

akan membantu mempercepat akses pada Sistem Informasi Desa dan digitalisasi 

administrasi pada pelayanan publik yang transparan dan cepat sesuai dengan UU 
Desa Tahun 2014, Sehingga berkontribusi aktif dalam pembangunan desa itu 

sendiri sebagai media publikasi  dalam membuka informasi mengenai potensi 

desa kepada masyarakat, menghemat waktu, menghemat anggaran, sebagai media 

dalam menyampaikan aspirasi, permasalahan dan hasil implementasi sistem 
informasi kepada pemerintah dengan lebih cepat, dan memudahkan para investor 

dan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan memasarkan usahanya kepada 

masyarakat melalui konten iklan desa yang mudah diakses oleh semua kalangan. 

Hadirnya inovasi berbasis aplikasi Digides untuk membantu fungsi dan 
tugas yang ada di kantor desa yaitu pelayanan administrasi seperti surat menyurat, 

web profil, pasar desa, dan bantuan sosial seperti menyimpan dan mengelola data 

penerima bantuan sosial yang ada pada aplikasi yang dapat masyarakat  akses di 

playstore pada handphone android sehingga masyarakat dapat dengan mudah 
mengakses berbagai macam fitur yang tersedia pada aplikasi Digides. 

Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ditemui beberapa masalah yaitu 

masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang aplikasi Digides secara 
keseluruhan dan kurangnya keaktifan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi 

digides terutama dalam mengupdate informasi-infirmasi ke dalam setiap fitur di 
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aplikasi digides. Oleh karena itu aplikasi Digides belum dapat dikatakan efektif 

dan efisien dalam penerapannya sehingga sangat perlu ditingkatkan agar berjalan 
dengan semestinya. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Organisasi 

Organisasi dimaknai sebagai kumpulan orang (group of groups) yang saling 

bekerja sama untuk menggapai tujuan bersama (common goal). Organisasi 

menurut Stephen P. Robbins dalam Siregar (2012) merupakan suatu unit sosial 

yang sengaja dibentuk dalam jangka waktu yang cukup lama, terdiri dari dua 
orang atau lebih yang bekerja sama dan berkoordinasi, memiliki pola kerja 

terstruktur tertentu, dan berbagi tujuan secara bersama, atau didirikan untuk 

mencapai seperangkat tujuan yang telah dicanangkan, bahwa tujuan yang 

diinginkan oleh setiap anggota organisasi tidaklah berbeda dengan suatu tujuan 
yang hendak dicapai oleh organisasi itu sendiri, asumsi ini disesuaikan pada 

asumsi tujuan didirikannya suatu organisasi agar anggotanya menggapai 

tujuannya. 
Pelayanan Publik 

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu 

tugas pokok pemerintah, karena pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 

oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan kepentingan masyarakat. Menurut UU Nomor 25, Tahun 2009, 

Bab I, Pasal 1, ayat (1) Pengertian pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau 

sekumpulan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan untuk semua warga negara dan penduduk 
untuk barang, jasa dan/atau jasa pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyedia layanan publik. Sedangkaan Moenir (2006) berpendapat mengenai 

pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh individu atau 

kelompok sistem, cara, dan prosedur tertentu untuk mencukupi kebutuhan orang 
lain. Terselenggaranya kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah kepada 

masyarakat mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan setiap kepentingan 

masyarakat. 
E-Government 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah mengubah paradigma 

komunikasi dominan yang selama ini dianggap hanya satu arah antara pemerintah 

dan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi juga memperluas peluang 
terjadinya komunikasi dua arah, antara masyarakat dan pemerintah. Bank Dunia 

(2001) mendefinisikan E-Government adalah penggunaan teknologi informasi 

pada instansi-instansi pemerintahan seperti Wide Area Networks, mobile 

computing, penggunaan internet adalah untuk menjangkau dan membangun 
hubungn dengan masyarakat. Sedangkan definisi E-Government menurut Hassna 

dan Admad (2006) adalah cara baru bagi pemerintah dalam penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi yang lebih inovatif, penerapan aplikasi berbasis web, 
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dan untuk memfasilitasi akses layanan dan informasi bagi setiap masyarakat dan 

pelaku usaha. Keberadaan E-Government merupakan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas hubungan pemerintah dengan 

aktor non-pemerintah. Ada empat jenis hubungan e-government: 

1) Government to Citizen (G-to-C) adalah jenis E-Government yang bertujuan 

untuk menyediakan informasi dan layanan online kepada masyarakat 
menggunakan teknologi informasi, dan untuk lebih mengaktifkan dan 

mengembangkan hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 

Masyarakat tidak perlu lagi bepergian ke instansi pemerintah untuk menerima 
layanan dan dapat menggunakan aplikasi, website, SMS dan teknologi lainnya 

(Indrajit, 2004). 

2) Government to Business (G-to-B) berkomitmen untuk melayani dunia usaha 

dan industri dalam berinteraksi dan berhubungan dengan instansi pemerintah, 
seperti pengurusan izin usaha, pelaporan wajib pajak, dan pendaftaran 

perusahaan. Di dalam pemerintahan juga terdapat proses bisnis, salah satunya 

adalah pengadaan barang dan jasa yang disebut e-Procurement. Sistem e-

Procurement adalah pasar online yang menghubungkan penjual (supplier) dan 
pembeli (instansi pemerintah) yang dikenal sebagai e-Marketplace.  

3) Government to Government (G-to-G) adalah interaksi sehari-hari antara satu 

pemerintah dengan pemerintah lainnya untuk memfasilitasi kerjasama antar 

negara, komunitas, bisnis, industri, dan lainnya dalam menjalankan urusan 
yang berkaitan dengan proses politik, layanan publik, manajemen 

perdagangan, dll. 

4) Government to Employee (G-to-E) merupakan tipe E-Government yang 
bertujuan untuk meningkatkan etos dan kinerja lembaga nasional yang 

melayani masyarakat di lembaga pemerintah. 

Inovasi 

Inovasi diartikan sebagai suatu perubahan yang terencana dan sistematis 
dengan menggunakan teknologi serta penggunaan struktur dan infrastruktur baru 

di lingkungan instansi/organisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi adalah kegiatan penelitian, 
pengembangan, dan rekayasa yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan 

praktis dari nilai dan konteks keilmuan baru atau cara-cara baru untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada produk atau proses 

produksi. Menurut Hills dan Suryana dalam Hadiyati (2011) mendefinisikan 
Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang diakui oleh individu atau entitas 

pengguna lain sebagai hal baru dan sebagai kemampuan menggunakan kreativitas 

untuk memecahkan masalah serta meningkatkan dan memperkaya kehidupan, hal 
ini diakui sebagai sebuah peluang. 
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Menurut Rogers, atribut inovasi adalah kecepatan penerimaan masyarakat 

terhadap inovasi yang dipengaruhi oleh karakteristik itu sendiri, dan mencakup 
lima atribut inovasi, antara lain Yogi (2008): 

1) Relative Advantage (Keuntungan Relatif), suatu karakteristik yang melekat 

pada suatu inovasi yang membedakannya dari yang lain dalam hal ekonomi, 

sosial, kesenangan, kepuasan atau sebaliknya dianggap memiliki keunggulan 
jika memiliki nilai kebaruan. Inovasi harus dapat memberikan manfaat bagi 

penerima inovasi. Inovasi menyebar dengan cepat ketika dapat memberikan 

manfaat bagi pengguna atau penerima layanan inovasi. 

2) Compatibility (Kesesuaian) yaitu suatu inovasi harus sesuai dengan inovasi 
yang digantikannya. Salah satu contohnya adalah bagaimana inovasi yang ada 

sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jika inovasi tersebut 

menyimpang dari kebutuhan masyarakat, tentunya tidak akan diterima dengan 

baik oleh masyarakat dan akan menghambat penerimaan inovasi tersebut. 
3) Complexity (Kerumitan) adalah sejauh mana, menurut aturan, inovasi dianggap 

relatif sulit untuk dipahami dan digunakan oleh penerima inovasi. Inovasi 

menyebar dan diadopsi dengan cepat jika inovasi tersebut tidak rumit dan 
mudah dipahami. 

4) Triability (Kemungkinan dicoba) yaitu suatu inovasi dapat diterima hanya jika 

telah teruji dan terbukti memiliki keunggulan atau nilai yang lebih besar 

dibandingkan dengan inovasi yang lebih lama. 
5) Observability (Kemudahan diamati) merupakan  tahap evaluasi dari proses 

inovasi yang telah dijalankan. Terkait dengan pola pikir masyarakat yang 

berkembang dengan pesatnya perkembangan zaman, masyarakat cenderung 

lebih terbuka terhadap perubahan yang terjadi, sehingga lebih mudah untuk 
memasukkan gagasan baru ke dalam sistem sosial yang berkembang. 

Aplikasi Digides 

Digital Desa yang disingkat Digides merupakan brand dengan layanan 

teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi untuk pelayanan publik dan 
percepatan pembangunan ekonomi. Digides saat ini fokus pada tiga aspek dalam 

melayani institusi pemerintahan desa. Tiga aspek layanan tersebut adalah 

peningkatan kecepatan kerja, peningkatan kualitas data dan layanan, serta 
peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat. Secara sederhana, aplikasi 

Digides merupakan upaya peralihan pekerjaan administrasi dan pengelolaan 

kantor desa yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini beralih ke 

pengelolaan digital. Sehingga dapat memudahkan perangkat desa dalam 
menjalankan pekerjaan pemerintahan desa, serta dapat dipantau secara real time 

dan lebih transparan di perangkat lain. 

 

Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu penerapan inovasi pelayanan 

publik berbasis aplikasi digital desa (Digides) adalah suatu ukuran keberhasilan 

dalam menerapkan inovasi dalam pelayanan publik di pemerintahan desa dengan 
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menggunakan smartphone guna mempercepat dan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan yang dilihat dari tiga indikator yang terdiri dari 
Support/dukungan, Capacity/Kapasitas,  dan Value/Manfaat yang di rasakan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu sebagi berikut: 

1. Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis Aplikasi Digides yang terdiri dari 

3 indikator yaitu Support/dukungan, Capacity/kapasitas, dan Value/manfaat. 
2. Faktor penghambat penerapan inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi 

Digital Desa (Digides) di Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten 

Kutai Kartanegara. 

Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer merupakan 
keterangan atau data yang didapatkan dari observasi, dokumentasi dan wawancara 

dari key informan yaitu Kepala Desa Loa Duri Ilir Ilir, informan yaitu Sekretaris 

Desa Loa Duri Ilir dan Kasih Pelayanan, dan informan tambahan yaitu 

Masyarakat pengguna aplikasi Digides menggunakan teknik accidental sampling. 
Kemudian, terkait data sekunder, merupakan bukti yang dikumpulkan peneliti 

dari seluruh dokumen dan laporan yang memuat informasi tertulis seperti laporan 

historis yang tersusun dalam data-data yang mendukung dari buku-buku atau 

jurnal yang sudah di publikasi. Setelah itu, data yang terkumpul akan dianalisis 
menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Milles, Huberman, dan 

Saldana (2014) 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digital Desa 

(Digides) di Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai 

Kartanegara 

a. Support/Dukungan 

Berdasarkan hasil kajian Harvard JFK School of Government (dalam 

Indrajit, 2006), dari elemen terpenting yaitu Unsur Pendukung yang harus 

pemerintah miliki yaitu kemauan berbagai tingkatan aparatur sipil negara dan 
politisi untuk terlibat secara serius dalam penerapan konsep e-Government. 

Dukungan yang diberikan pemerintah harus menjamin kelancaran 

implementasi e-Government (Irawan, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa support/dukungan dalam penerapan 
inovasi pelayanan berbasis aplikasi digital desa sudah sesuai dengan 

support/dukungan yang di maksud dari hasil dalam kajian Harvard JFK 

School of Government (dalam Indrajit, 2006) yang dimana dukungan dan 
komitmen dari Kepala Desa Loa Duri Ilir hal tersebut terbukti melalui 

Perjanjian Kerjasama oleh Pemerintah Desa Loa Duri Ilir dan PT.Digides. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, 

pembangunan desa yaitu suatu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan di 
desa dan mutu hidup masyarakat. Pembangunan di desa memuat empat hal 

penting, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan dalam 

pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa, dan pembangunan 

masyarakat desa. Terdapat dukungan suprastruktur yaitu UU Desa yang 
memberi suatu kewenangan kepada desa untuk membuat desa sebagai objek 

dalam pembangunan dan objek dan subjek pembangunan. 

b. Capacity/Kapasitas 

Berdasakran hasil kajian Harvard JFK School of Government (dalam 
Indrajit, 2006), Capacity/kapasitas pemerintah untuk mencapai impian terkait 

e-Government secara nyata. Seperti tersedianya sumber daya yang memadai 

dalam menjalankan kemauan pada e-Government, utamanya terkait dengan 

sumber daya anggaran, serta tersedianya infrastruktur TI yang baik yang 
menjadi 50% kunci dalam keberhasilan implementasi konsep e-Government 

dan tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan agar pengaplikasian e-Government dapat 
memenuhi prinsip manfaat yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kapasitas sumber daya sudah cukup 

memadai terutama ketersediaan sumberdaya finansial dan sumberdaya 

infrastrukur sudah sangat didukung terlihat dari dianggarkannya tiap tahun 
pengembangan sistem informasi desa serta penyediaan sarana dan prasarana 

mulai dari komputer hingga jaringan internet oleh pemerintah Desa Loa Duri 

Ilir, namun kemampuan sumberdaya manusia yang menjalankan aplikasi 

Digides masih sangat minim hal ini juga disebabkan kopetensi SDM atau 
tingkat pendidikan pegawai masih sangat rendah. Menurut Nahrawi dalam 

(Febriani, 2021) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aspek yang 

terkait dengan difusi teknologi informasi. Oleh karena itu, sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kegagalan e-Government. 

Oleh karena itu perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai sistem 

informasi digital oleh pegawai dan staf di Kantor Desa Loa Duri Ilir serta 
penambahan operator digital khusus yang menangani aplikasi Digides 

sehingga hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dapat segera diatasi 

sehingga pelayanan secara digital di Desa Loa Duri Ilir dapat berjalan dengan 

lancar. 
c. Value/Dukungan 

Berdasarkan hasil kajian Harvard JFK School of Government (dalam 

Indrajit, 2006), pada elemen pertama dan kedua menjadi aspek yang dilihat 

dari kacamata pemerintah yang memberi layanan. Berbagai kemauan sendiri 
dari e-Government yang tidak memiliki arti, jika kedua belah pihak tidak 

melihat manfaatnya. Artinya, bukan pemerintah yang berhak mengukur sejauh 

mana manfaat yang diperoleh adanya kehadiran e-Government, tetapi 
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masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan. Maka dari itu, pemerintah perlu 

benar-benar dalam menetapkan jenis aplikasi e-Government yang patut 
diutamakan dalam pembangunan, agar sepenuhnya memberi manfaat atau nilai 

yang dapat diperloleh secara signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa value/manfat dalam penerapan 

inovasi pelayanan berbasis aplikasi digital desa sudah sesuai dengan 
value/manfat yang di maksud dari hasil dalam kajian Harvard JFK School of 

Government (dalam Indrajit, 2006) yang dimana manfaat adanya aplikasi 

Digides di Desa Loa Duri Ilir dari sisi pemerintah sebagai pemberi layanan 
yaitu sangat membantu aparatur desa dalam melakukan segala aktivitas 

pengurusan administrasinya, disamping itu juga memberikan akses yang lebih 

mudah, membuat aparatur desa juga tidak khawatir terlambat dalam 

pengurusan administrasi desanya.  
Manfaat yang dirasakan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan 

masyarakat merasa puas dan terbantu adanya aplikasi Digides ini, masyarakat 

memperoleh manfaat dengan hadirnya aplikasi ini dikarenakan seluruh 

pengurusan sangat dipermudahkan dan mereka tidak harus lagi ke kantor 
tersebut serta tidak mengeluarkan lagi biaya apapun, kecanggihan yang 

dirasakan masyarakat dengan adanya aplikasi Digides dan infromasi-informasi 

terkini yang disajikan langsung dalam aplikasi Digides. 

2. Faktor Penghambat Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi 

Digital Desa (Digides) di Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten 

Kutai Kartanegara 

Aplikasi Digides yang diterapkan oleh pemerintah masih baru dan 
pelayanan melalui aplikasi Digides di Desa Loa Duri Ilir yang telah diterapkan 

saat ini telah menjadi upaya ke arah pemerintahan online yang dikatakan cukup 

baik, meskipun secara keseluruhan belum dilakukan secara online. Disebabkan 

oleh adanya beberapa hal yang membuat pihak pemerintah desa harus melakukan 
pelayanan secara manual.Terdapat beberapa aspek yang merupakan tantangan 

dalam menerapkan aplikasi Digides di Desa Loa Duri Ilir. Hambatan tersebut 

antara lain: 

1. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan 
menetapkan Standar operasional prosedur (SOP) pada setiap unit kerja dalam 

rangka meningkatkan kinerja yang efektif dan sistematika. SOP merupakan 

sekumpulan operasional standar yang digunakan sebagai pedoman di 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang efekif, konsisten, dan sistematika 
(Tambunan, 2013). Di pemerintahan Desa Loa Duri Ilir sendiri belum adanya 

SOP yang mengatur rujukan dengan jelas bagi perangkat desa untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya maupun meningkatkan pelayanan dan 
kinerja kepada masyarakat berdasarkan aspek administratif, teknis, dan 
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prosedural berdasarkan tata kerja, dan sistem kerja untuk meningkatkan 

kualitas layanan melalui aplikasi Digides. 
2. Sosialisasi   adalah   proses   yang   membantu anggota    masyarakat    untuk    

belajar    dan menyesuaikan  diri  dengan  cara  hidup  dan cara  berpikir 

berkelompok,  sehingga  dapat berperan  dan  berfungsi  secara  berkelompok 

(Marthalina  dan Sulistyaningrum, 2021). Pemberian sosialisasi menjadi 
penting untuk masyarakat menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti 

belum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan 

pertemuan-pertemuan bersama masyarakat, kemudian pembuatan spanduk 

sebagai pengenalan dan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan 
aplikasi Digides. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

terdapatnya pelayanan berbasis online dikarenakan pengetahuan yang dimiliki 

masih dikatakan terbatas. 

3. Keterbatasan dalam sumberdaya manusia pada Kantor Desa Loa Duri Ilir 
terutama dibidang teknis aplikasi Digides dalam hal pembaruan dan 

penguasaan sistem dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat 

yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan terlambatnya pelayanan di kantor 
Desa Loa Duri Ilir hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pelatihan-

pelatihan untuk mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam 

pengelolaan aplikasi di desa dan juga tidak adanya tenaga IT/teknisi ahli yang 

disiapkan pemerintah Desa Loa Duri Ilir khusus menangani aplikasi Digides.  
4. Pemadaman Listrik/ Mati Lampu dari pusat (PLN) masih sering terjadi di Desa 

Loa Duri Ilir sehingga dapat menghambat penggunaan sarana prasarana seperti 

penggunaan Wi-Fi, Printer, Komputer dan Laptop. 

5. Terjadinya gangguan sistem dari pusat provaider Digides disebabkan karena 
pembaharuan aplikasi Digides, sehingga pada saat pembaharuan di jam kerja, 

sistem pada Aplikasi Digides Desa Loa Duri Ilir juga ikut terganggu sehingga  

dapat menghambat pelayanan online di kantor Desa Loa Duri Ilir. 

 

Penutup  

Kesimpulan 

Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis Aplikasi Digides sudah sangat 
didukung oleh pemimpin atau Kepala Desa Loa Duri Ilir serta dukungan 

suprastruktur dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang hingga Peraturan 

Pemerintah Kabupaten Kutaikartanegara, akan tetapi masih kurangnya sosialisasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa Loa Duri Ilir akan pengenalan Aplikasi 
Digides. Kemudian sumber daya di Pemerintahan Desa Loa Duri Ilir sudah cukup 

baik, hal ini terlihat dari ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBDes 

hingga ADD untuk penerapan sistem digital di desa tidak hanya itu ketersediaan 

peralatan penunjang penerapan e-government sudah memadai dan untuk 
sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan 

khusus. Dan adanya manfaaat yang diterima masyarakat sebagai penerima 

layanan maupun aparatur desa yang memberi layanan nilai manfaat yang 
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diperoleh dari pemberian pelayanan online maupun melalui aplikasi Digides 

adalah penghematan waktu, biaya, dan tenaga bisa meningkatkan kualitas 
pelayanan Desa Loa Duri Ilir. 

Walaupun demikian masih ditemukan sejumlah kekurangan dalam 

penerapannya yaitu Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

mengatur jelas sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa, Terbatasnya 
sumberdaya manusia dibidang teknis aplikasi Digides dalam menguasai sistem 

aplikasi Digides,  Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, padahal masyarakat 

perlu mengetahui, karena masyarakat memiliki kontribusi besar dalam 
terselenggaranya pelayanan publik, sering terjadi pemadaman listrik, serta 

gangguan sistem dari pusat/Provaider Digides. 

Saran 

Adapun saran sebagai pelengkap penelitian dalam penerapan aplikasi 
Digides di Desa Loa Duri Ilir yaitu: 

1. Perlu dibuatkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai rujukan 

untuk aparatur desa untuk menjalanya tugasnya dalam melayani masyarakat 

serta memudahkan. 
2. Bagi pemerintah Desa Loa Duri Ilir, diharapkan bisa meningkatkan terjalinnya 

interaksi, komunikasi, serta hubungan antar aparatur pemerintah desa dengan 

masyarakat, mengadakan sosilisasi mengenai aplikasi Digides kepada 

masyarakat membuat spanduk sebagai ajakan untuk menggunakan aplikasi 
Digides dan mewajibkan masyarakat yang datang mengurus surat untuk 

mendowload aplikasi Digides dengan di pandu oleh aparat pemerintah desa. 

3. Perlu dilakukannya pelatihan peningkatan kapasitas agar aparatur pemerintah 
desa bisa terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola aplikasi Digides, 

sehinggan dengan adanya peningkatan kapasistas SDM di Desa maka bisa 

tercapainya pemanfaatan e-government yang lebih maksimal.  

4. Untuk mencegah pemadaman listrik yang sewaktu-waktu padam, pemerintah 
desa dapat menyediakan fasilitas seperti genset. Genset bisa menjadi sumber 

daya listrik darurat, terutama untuk layanan publik pada kantor desa. 

5. Pembaharuan atau perbaikan sistem dari pusat dapat dilakukan pada saat diluar 

jam kerja aparatur desa sehingga tidak mengganggu layanan publik didesa. 
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